
SALINAN 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 40 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TM-JUN 2023-2C26 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan 
di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah serentak 
tahun 2024, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir 
pada Tahun 2022, perlu menetapkan rencana stratis perangkat 
daerah tahun 2023-2026 dengan Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubenzur tentang Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4744); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telain beberapa kali diubah teakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara 
Republik Indcnesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Ncmor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengar_ Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah 
beberana kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bvpati dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5898); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahur 2015 tentang 
Pembentukar_ Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tabun 2018 Ientang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (33erita Negara. Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT 
DAERAH TAHUN 2023-2026. 

Pasal 1 

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang 
selanjutnya disenut Renstra Perangkat Daerah Tabun 2023-2026 
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah 
Tahun 2023-2026. 

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud 
pada ayat 113 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah. 

Pasal 2 

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 terdiri atas rencana strategis masing-masing Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Prcrvinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta sebagai berikut: 

a. Sekretariat Daerah; 

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. Inspektorat; 

d. Dinas Pendidikan; 



e. Dinas Kesehatan; 
f. Dinas Bina Marga; 

g. Dinas Sumber Daya Air; 
h. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahar_; 
i. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 
j. Satuan Polisi Pamong Praja; 
k. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelaraatan; 
1. Dinas Sesial; 
m. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; 
n. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, clan Pengendalian 

Penduduk; 
o. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertaman; 
p. Dinas Lingkungan Hidup; 
q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipa; 
r. Dinas Perhubungan; 
s. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; 
t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
u. Dinas Pemuda dan Olahraga; 
v. Dinas Kebudayaan; 
w. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 
x. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota; 

y. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, lisaha Kecil dan 
Menengah; 

z. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 
aa. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 
bb. Badan Pendapatan Daerah; 

cc. Badan Pengelolaan Aset Daerah; 
dd. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; 
ee. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 
if. Badan Kepegawaian Daerah; 
gg Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
hh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
jj. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
kk. Kota Administrasi Jakarta Pusat; 
11. Kota Administrasi Jakarta Utara; 

mm. Kota Administrasi Jakarta Barat; 
nn. Kota Administrasi Jakarta Selatan; 
oo. Kota Administrasi Jakarta Timur; clan 
pp. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 
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(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana climaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lamirtran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur mi. 

Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahka_n pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penembatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan ch Jakarta 
pada tanggal 23 Agustus 2022 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANIES RASYID BASWEDAN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 26 Agustus 2022 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

MARULLAH MATALI 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2022 NOMOR 51017 

Salinan sesuai dengan asEnya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

YAYAN YUHANAH 
NIP 19650824 1994032003 
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